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ABSTRACT

The low gender integration in the devel opment process raises the gender gap in various
sectors, especially the employment sector. One factor that has contributed well as closely
related to the gender gap is the government's budget policies that are gender neutral.
This study aimed to analyze the extent to which the allocation of budget expenditure
Yogyakarta fiscal year 2012-2014 in the employment sector has met the criteria of gender
responsive budgeting. This study used a qualitative method with descriptive approach.
The data collection is done with data analysis and budget documents, DPA, RPIMD and
Disnakertrans Strategic Plan, as well as interviews with relevant stakeholders.
Furthermore, the data are analyzed and interpreted in accordance stages. The results
showed that (1) the total sub-activities are gender responsive reached an average of 40
percent (2012: 48.6%; 2013: 45.2%; 2014: 45.4%): (2) Total budget expenditure
allocations responsive gender in 2012 of the budget amounting to Rp 4,547,177,300 or
0.9%; in 2013 amounted to Rp 3,431,523,501 or 0.4%; and in 2014 amounted to USD
4.271469 billion or 0.5%. Small allocations of gender responsive budgeting in the
employment sector due to the employment sector budget portion of the budget less than
other sectors, such as education and tourism sector is a Government priority Yogyakarta.
In addition, there is no clear regulation, lack of awareness of some of the government, as
well as the lack of commitment POKJA PUG result of gender-responsive budget
allocations are not optimal.
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ABSTRAKSI

Rendahnya integras gender dalam proses pembangunan memunculkan kesenjangan
gender di berbagai sektor, khususnya sektor ketenagakerjaan. Salah satu faktor yang
memiliki sumbangsih sekaligus keterkaitan erat terhadap kesenjangan gender adalah
kebijakan anggaran pemerintah yang netral gender. Pendlitian ini bertujuan untuk
menganalisis sgjauh mana alokasi belanja APBD Kota Y ogyakarta tahun anggaran 2012-
2014 di sektor ketenagakerjaan telah memenuhi kriteria anggaran responsif gender.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Adapun
pengumpul an data dilakukan dengan telaah data dan dokumen APBD, DPA, RPIMD, dan
Renstra Disnakertrans, serta wawancara dengan stakeholder terkait. Selanjutnya, data
dianalisis dan diinterpretasikan sesuai tahapannya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa(1) total sub-kegiatan responsif gender rata-rata mencapai 40 persen (2012:48,6% ;
2013:45,2% ; 2014:45,4%): (2) Totad aokasi belanja anggaran responsif gender pada
tahun 2012 terhadap APBD sebesar Rp 4.547.177.300 atau 0,9% ; tahun 2013 sebesar Rp
3.431.523.501 atau 0,4% ; dan pada tahun 2014 sebesar Rp 4.271.469.000 atau 0,5%.
Kecilnya alokas anggaran responsif gender pada sektor ketenagakerjaan disebabkan
karena porsi anggaran sektor ketenagakerjaan terhadap APBD lebih sedikit dibandingkan
sektor lainnya, seperti sektor pendidikan dan sektor pariwisata yang menjadi prioritas
Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu, tidak ada regulasi yang jelas, rendahnya
awareness beberapa pihak pemerintah, serta rendahnya komitmen POKJA PUG
mengakibatkan alokasi anggaran responsif gender tidak optimal.
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